BAB IV
ANALISISEKSEKUSI HARTA BERSAMA
(Analisis Putusan Nomor: 490/Pdt.G/2010.PA.Kds Tentang Pembagian

Harta Bersama)

A. Analisis Pertimbangan Hukum Tentang Pembagian Harta Bersama
Dalam Putusan Nomor: 490/Pdt. G/2010/PA. Kds, di Pengadilan Agama
Kudus

Harta bersama dan eksekusi dalam bab sebelumnyadahs
dipaparkan mengenai teori dan penjelasannya, sétg@j penulis akan
memberikan analisis terhadap pertimbangan hukunandaperkara No.
490/Pdt. G/2010/PA.Kds tentang pembagian hartaabeas

Pertama yang penulis teliti adalah dari produk peitgn yang berupa
putusan, berdasarkan isi putusan yang telah beskakuhukum tetap
tersebut, dengan mempelajari ilmu tentang hukurdgtardan hukum acara
perdata, penulis tidak menemukan kesalahan terhael@pk penyusunannya
namun ada kesalahan dalam penyebutan para pihakagm¢nggugat dan
tergugat penyebutan berganti menjadi pemohon danoten, tidak ada
kesalahan dalam bentuk isi yang tercantum dalamspuattersebut dimana
bentuk dan isi dari sebuah putusan pengadilan seéexliri dari:

1. Bagian kepala putusan
2. Nama Pengadilan Agama yang memutus dan jenis @erkar

3. Identitas para pihak
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4. Duduk perkara (Posita)
5. Pertimbangan hukum
6. Dasar hukum

7. Amar putusan

8. Kaki putusan

9. Tanda tangan hakim dan panitera serta perinciambia

Setelah membaca ketentuan diatas penulis menemkigsalahan
dalam tata penulisan terhadap putusan no 490/RMG/PA. Kds tentang
pembagian harta bersama antara ASK bin KS (Penggdgagan SNA binti
HMS (tergugat), dari segi penyebutan para pihakrdgberkaracontensius
sudah menjadi ketentuan pengadilan yaitu pengglagatergugat, sedangkan
untuk perkaravoluntair pemohon dan termohon, perkara harta bersama ini
merupakan perkareontensius/ang diajukan oleh pihak yang merasa haknya
tidak diberikan. Pihak penggugat menyebut pemoham térmohon ketika
mengajukan alat bukti berupa sufatalam penulisan sudah ada kesalahan,
hakim seharusnya sudah tahu dan bisa mengingaskam ghutusan tersebut.

Dari sisi pertimbangan hakim terhadap putusan yelady dijatuhkan.
Penulis telah menganalisis dengan sumber-sumbegetstuan dari buku-
buku yang berkaitan dengan hukum acara perdata; bukum perkawinan

serta Kompilasi Hukum Islam juga telah melakukanwasacara terhadap

196.

! Rasyid Roihan AHukum Acara Peradilan Agamdakarta: CV Rajawali, 1991, him.

2 Salinan Putusan No. 490/Pdt.G//PA. Kds, tentangbgian Harta Bersama, di

Pengadilan Agama Kudus, 2010, him. 24.
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hakim serta panitera di Pengadilan Agama Kuduskapaudah sesuai harta-
harta berupa:
- Bangunan rumah yang berdiri di atas tanah milikgraia
tergugat
- Sebidang tanah sawah seluas kurang lebih 1¥17 M
- 2 buah kios
- 2 buah los
- Uang setoran BPIH atas nama calon haji
- Uang tunai sebesar Rp 500. 000. 000
- 1 set meja kursi , 2 meja kecil dari kayu jati, s kursi besar
dari kayu jati, 3 buah kursi dari kayu jati
- 4 Kursi lipat, 3 buah tempat tidur, 1 buah kulkasktoshiba, 1

buah TV merk polytron, 1 buah radio merk sharp
- Dagangan pakaian yang ditaksir senilai Rp 200. 0003

Harta-harta diatas merupakan harta yang telah ulisgb dan
dimintakan oleh penggugat sebagai harta yangagikan dan dibagi sebagai
harta bersama, dalam teori mengenai harta bersanairissudah dijelaskan
bahwa harta-harta diatas merupakan harta yang hetvdan berupa benda
bergerak dan tidak bergerak.

Dalam hukum Islam sendiri yang telah dijelaskarachateori umum
mengenai harta bersama, harta bersama berkembaggpkamengikuti adat
dan perkembangan zaman dimana menurut hukum Idi@ma bersama
adalah harta benda milik suami dan harta bend& nsilii satu sama lain
terpisah, dengan kata lain bahwa harta benda yamgka miliki yang
dibawa pada waktu melakukan perkawinan adalah tetapjadi milik

masing-masing.

% Salinan putusan , No. 490/Pdt. G, tentang Pembaljiarta Bersama, Pengadilan
Agama Kudus, 2010, him. 3-4

“ Djoko Prakoso & | Ketut MurtikaAzas-Azas Hukum Perkawinan di Indonedikarta:
Bina Aksara. 1987, him. 166-167.
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Ketika melakukan wawancara dengan hakim, beliau gatakan
bahwa para ahli hukum Islam berbeda pendapat mangarta bersama;

a) Kelompok pertama: pada asasnya dalam hukum Isldak tada harta
bersama. Alasannya karena seluruh biaya pemenutfaumuban rumah
tangga sepenuhnya menjadi kewajiban dan tanggwapjauami.

b) Kelompok kedua: ada harta bersama dalam perkawikarsuami isteri
sepakat untuk membentuknya. Ini di giyaskan dengambentuk usaha
dagang bersamayirkah ‘inar).®

Ketika pendapat hakim dikaitkan dengan kehidupakarseég ini
maka harta bersama dalam masa sekarang sudah bariggrmdan perlu
kecermatan lebih mengenai penyelesainnya, ketikaspo pengadilan telah
berkekuatan hukum tetap. Putusan menetapkan baleberdpa harta
diantaranya:

- Sebuah bangunan rumah yang berdiri di atas tandik orang tua
Tergugat.

- 2 buah los di Pasar Puri Baru Pati

- Sebidang tanah sawah luas kurang lebih 1917 M

- 2 buah kios di Pasar Puri Baru Pati

- Uang setoran BPIH milik Penggugat dan Tergugat nsigjo Rp.
40.000.000,-

- 1 set meja kursi model keranjang yang terdiri dabuah meja besar, 2
meja kecil, 1 kursi besar dan 3 buah kursi, bateu kati

- 4 kursi lipat dari kayu jati

1 buah tempat tidur dari kayu jati
1 buah radio tape Simba merk SHARP.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 93 telah menyedaut tentang

harta bersama telah dijelaskan macam-macam data Hmrsama ada

® Hasil Wawancara dengan Bapak. Jumadi Selaku Ha\iggota Pengadian Agama
Kudus hari Jum’at 22 Maret 2013, pkl. 09.00.

® Salinan putusan , No. 490/Pdt. G, tentang Pembaljiarta Bersama, Pengadilan
Agama Kudus, 2010, him. 38-39
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beberapa kategori diantaranya harta bersama térdalam pasal 85 dapat
berupa benda berwujud atau tidak berwujud. Hartadoea yang berwujud
dapat meliputi benda bergerak, tidak bergerak damatsurat berharga
lainnya. Harta bersama yang tidak berwujud dapatigae hak maupun
kewajiban, harta di atas merupakan harta yang hedrada yang bergerak
dan tidak bergerakHarta harta tersebut telah dikategorikan dan dikak
dengan baik oleh para pihak, dalam proses pemarikparkara para pihak
sudah sepakat untuk ditetapkan dan dibagi.

Dalam putusan telah ditetapkan beberapa hartaadi abmun harta
benda yang diperoleh masing-masing selama berlaggya perkawinan
antara suami istri sebagai penghasilan dari pekam@ya, atau sebagai
penghibahan dari orang lain, atau hasil dari pemfteban lain-lain, tetap
terpisah satu dari yang lain atau tidak dicamptmya bahwa suami tidak
mempunyai hak atas harta benda istri, dan demikiga sebaliknya kecuali
dengan adanya perjanjian atayirkah® Ketika dikaitkan dengan hukum
Islam secara keseluruhan sudah benar bahwa hatsa-lyang telah
ditetapkan sebagai harta bersama adalah harta subikni dan istri yang
diperoleh selama perkawinan.

Sehingga sesuai dengan aturan Undang-Undang Pedw@wio. 1
tahun 1974 bahwa peraturan mengenai harta bersaaaa lain:

Pasal 35 (1) harta benda yang diperoleh sepanjmgwinan menjadi harta

bersama. (2) Harta bawaan dari masing-masing sdamiistri dan harta
benda yang diperoleh masing-masing sebagai hatkahvwearisan adalah di

" Ahmad Rofiq,Hukum Islam di Indonesidakarta: PT Raja Grafindo Persada, him. 205.
8 Djoko Prakoso & | Ketut Murtikagp. cit,him. 169.
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bawah penguasan masing-masing si penerima, paa pdak menentukan
lain.

Pasal 36 (1) Mengenai harta bersama suami dandapat bertindak atas
persetujuan kedua belah pihak. (2) Mengenai hategahn masing-masing,
suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk kuk#m perbuatan
hukum mengenai harta bersama.

Pasal 37 (1) Bilamana perkawinan putus karena peare maka harta
bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

Dalam penjelasan Pasal 37 ayat (1) ini ditegaskdwurh masing-
masing ini ialah hukum agama, hukum adat dan hukukem lainnya yang
bersangkutan dengan pembagian harta bersama terkebga hukum ini
harus berjalan seirama agar tidak terjadi persig@amlikemudian hari.

Ketika hukum-hukum itu dikaitkan dengan KHI (Konmgsl Hukum
Islam), dalam KHI sendiri tercantum bahwa hartasaera adalah:

Pasal 85 yang menyatakan harta bersama dalam pedmvitu tidak
menutup kemungkinan adanya harta milik masing-ngasimmi atau istri.

Pasal 86 ayat (2), harta istri tetap menjadi hak tan dikuasai penuh
olehnya demikian juga harta suami tetap menjadi $iskmi dan dikuasai
penuh olehnya.

Pasal 87 ayat (1), harta bawaan dari masing-masiagni dan istri yang
diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau waredalah dibawah
penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak mdgentukan lain
dalam perjanjian kawinnya. ayat (2), suami ataui istempunyai hak
sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atda heasing-masing
berupa hibah, hadiah sodakah atau laifflya.

Pasal-pasal di atas selaras dengan penjelasanrArCurat Al-Nisa’ 32:

+ 63 n- Yo o 98 BI-FUOSCAOGEr = e+ @0
FAR D¢ FOR=OR JL2AE Jr=D @0 DY OV

° Departemen Agama RBahan Penyuluhan HukutdU. No. 1 Tahun 1974)akarta,
2000, him. 124-125.

% Departemen Agama RBahan Penyuluhan Hukuitompilasi Hukum Islam2000.
him. 183.
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OO HE  SHOKNOE SFYILRTHEVOHN e
= BXLE€ZRL0O0LEa I
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BX-UD2H¢IxoxOT g L 23741 - JOF LINTAear o
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& TOONHOR HACHXI*, PMu7EBRNG &l
KD
Artinya:
“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yan@mikiakan Allah kepada
sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian wamgkarena) bagi orang
laki-laki ada bahagian dari pada apa yang merekhakan, dan bagi Para
wanita (pun) ada bahagian dari apa yang merekaakaah dan mohonlah
kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. SesungguhAjlah Maha
mengetahui segala sesuatu”. (Al-Nisa'*32)

Melalui penjelasan ayat Al- Qur'an diatas menjetesgula mengenai
pembagian harta masing-masing milik isteri dan kmiduami, mereka
mendapatkan bagian Y2 dari harta yang ada. Darausatsama maka harta
yang ada adalah milik bersama, ketika harta adg ggreroleh atau dibawa
dari masing-masing pihak maka dengan ketentuan gdagtetap menjadi
milik masing-masing.

Harta bersama yang ada merupakan harta-harta glatgditetapkan
oleh pengadilan, harta-harta tersebut diperolehansel perkawinan
berlangsung, jika melihat dari pasal-pasal mengédwata bersama yang
tercantum di atas, harta-harta tersebut sudah bein@asukkan kedalam
macam harta bersama, ketika sebuah putusan itudegttapkan atau diputus

maka pihak yang menerima putusan harus menjalas&anai dengan isi

putusan kecuali jika dalam perjalanannya merekaako&bn perdamaian,

! Departemen Agama RAl- Qur'an dan Terjemahannydakarta: Al- Huda, him: 84.
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menurut penulis pertimbangan hakim atas putusang yada belum
sepenuhnya memenuhi aturan hukum dalam menjaldngasnya.

Pihak penggugat bapak ASK bin KS yang telah penwsiwancarai
mengatakan “sebenarnya penyelesaian perkara ganghgirta bersama) di
Pengadilan itu lebih rumit dan membuang waktu dagabyang cukup lama
juga banyak, mantan isteri saya (tergugat SNA biMiS) sudah saya ajak
untuk menyelesaikan secara kekeluargaan tapi $efjapminta diselesaikan di
pengadilan, tapi setelah putusan dikeluarkan mag#dk mau menjalankan
sesuai aturan pengadilatf”.

Melalui penetapan Ketua Pengadilan Agama ada bebdrarta yang
tidak bisa dimasukkan dalam putusan untuk dibagtuykios dan bangunan
rumah dimana rumah tersebut berdiri di atas tandik orang tua tergugat.
Dalam putusan hakim menetapkan atas bangunan uérsebagai harta
bersama, padahal dalam KHI dan Undang-Undang PergavWNo. 1 Tahun
1974 benar, jika harta tersebut dinyatakan seld@mda bersama akan tetapi
jika dilihat dari peraturan yang lain, misalnyaatal Undang-Undang No. 1
Tahun 2004 pasal 50 menyatakan bahwa harta-halitamagara tidak bisa
diletakkan sita dalam arti harta tersebut tidala li#etapkan sebagai harta
bersama, pertimbangan hakim hanya mengatakan bhameharta berupa
kios dan los merupakan harta yang diperoleh selpenkawinan sehingga

dinyatakan sebagai harta bersama.

12 Hasil wawancara dengan Bapak ASK bin KS selakalpjienggugat dalam perkara no
490/ Pdt. G/2010/PA. Kds, hari 24 Maret 2013, (&1.00.
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Apabila putusan tersebut dikaitkan dengan hukumaagang berlaku,
maka putusan itu memiliki asas hukum yang harusrdlipi, diantaranya:

a. Memuat dasar alasan yang jelas dan rinci sesugadepasal 25 ayat (1)
UU No. 4 tahun 2004 yang menegaskan bahwa segalagmuPengadilan
harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar psersammencantumkan
pasal-pasal peraturan perundang-undangan yangng&tgan dengan
perkara yang diputus atau berdasarkan hukum takilisermaupun
yurisprudensi atau doktrin hukum, juga termuat mhajsasal 178 ayat (1)
HIR.

b. Wajib mengadili seluruh bagian gugatan sesuai depgaal 178 ayat (2)
HIR, pasal 189 ayat (2) R.Bg menegaskan bahwa gutharus secara
total dan menyeluruh memeriksa dan mengadili setegp gugatan yang
diajukan.

c. Tidak boleh menghukum melebihi tuntutan sesuai dergpsal 178 ayat
(3) HIR, dan 189 ayat (3) R.Bg, menegasakan putusdak boleh
mengabulkan melebihi tuntutan yang dikemukakanndajaigatan ltra
petitum partiun

d. Diucapkan dimuka umurl.

Ketika dalam putusan memiliki asas-asas yang tdlabbut diatas
maka seorang hakim harus memenuhi apa saja yangaedalam asas-asas
tersebut, penulis menganggap bahwa hakim kurangnaterketika

memberikan alasan-alasan pertimbangan hukum vyalag @idalamnya,

3 M. Yahya HarahapHukum Acara Perdatalakarta: Sinar Grafika, 2005, him. 797-803.
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sehingga mengakibatkan putusan terseitlusoir (sia-sia), karena ada
beberapa harta yang belum bisa dilaksanakan peertrgg sesuai dengan
putusan hakim, padahal putusan tersebut telah keat@n hukum tetap,
putusan yang telah berkekuatan hukum tetap hataksdnakan sesuai isi
putusan ketika tidak ada perdamaian diantara phek.p
Putusan hakim terhadap harta berupa kios dan Ibsrssya
diperkuat lagi dengan pertimbangan hukum yang lgkilas dan bisa
dipahami oleh para pihak untuk bisa dilaksanakam diaelesaikan secara
tuntas, penulis menganalisis dengan peraturan yalag dan juga sudah
disebutkan pada zaman Umar bin Khatab yang dis&apakepada
Abduallah ibnu Qais tentang ijtihad para hakim aelidp suatu perkara dalam
hukum acara dan peradilan Islam memiliki prinsim@p keadilan yang
harus dipatuht? diantaranya:
a. Menyelesaikan suatu perkara adalah suatu kewajif@rmdhu) yang
ditetapkan oleh Allah Swt, dan suatu sunah yangovegikuti.
b. Pahamilah benar-benar maksud pengaduan (atau gugatang
dikemukakan kepadamu, dan putuskanlah apabila jelas kebenaran
kepadamu, karena tidak bermanfaat sesuatu pemdcatantang

kebenaran yang tidak mendapat perhatian hakim.

Dari pernyataan diatas hakim seharusnya mempeanmatdengan

cermat dan teliti terhadap harta-harta yang adamargetahui asal usul harta

4 Hasbi Ash ShiddieqySejarah Peradilan Islamlakarta: Bulan Bintang, 1970, him. 27-

15 Sulaikin Lubis,Hukum acara Perdata PA di Indonesitakarta: Kencana, 2005, him. 8.
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yang telah diputuskan sebagai harta bersama, harta-yang ditetapkan
sebagai harta bersama antara ASK bin KS (Penggdgajan SNA binti
HMS (Tergugat) adalah sebagaimana yang tercantlamdautusan.

Harta tersebut telah ditetapkan sebagai harta rmarsadan
diperintahkan untuk dibagi secara natura. Ketikdebgpa harta dalam
pertimbangan yang bisa diterima oleh penulis nanada beberapa
pertimbangan hakim terhadap harta yang belum jelaisik dijelaskan
kembali oleh penulis.

Dalam pertimbangan hakim mengenai harta berupdadonsios hanya
berdasar bahwa harta tersebut benar-benar dipesgima perkawinan
berlangsung, padahal menurut penulis serta diknatkeh penetapan Ketua
Pengadilan Agama, los dan kios adalah harta yargihnteerkaitan dengan
urusan pemerintah, ketika melakukan wawancara dersgseorang yang
memiliki los dan kios, meskipun bukan dengan pegggudan tergugat
sendiri, penulis hanya ingin mengetahui bagaimabarsarnya hak milik dari
sebuah kios dan los yang APBN nya sendiri diperalah pemerintah,
bisakah dimiliki oleh perorangan sepenuhnya atawydanenjadi hak milik
sementara atas perorangan itu.

Los dan kios benar menjadi harta yang dimilikigikitergugat dan
penggugat selama perkawinan sehingga dalam putwsdm sudah benar
tapi apabila terkait dengan barang-barang milik gramah apakah tidak
berdampak negatif bagi pihak penggugat dan tergugaka seharusnya

hakim memberikan putusan lain terhadap harta beagpdan kios tersebut,
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Ketua Pengadilan Agama menetapkan bahwa hartebteridak termasuk
dalam harta bersama dan dinyatakan non eksekutéliidak bisa
dilaksanakan) setelah ada permohonan eksekusdtgtarta yang ada.

Pada prakteknya, upaya hukum yang dapat dilakukdsomdrangka
eksekusi putusan pengadilan yang berkekuatan teagalah melakukan
aanmaningatau peringatan terhadap pihak yang dikalahkamkusegera
membayar ganti kerugian kepada pihak yang dimersaangReringatan atau
teguran agar tergugat menjalankan putusan dalagkgamvaktu tertentu
dilakukan oleh Ketua Pengadilan Agama, ternyatayuggt tidak mau
menjalankan putusan secara sukarela.

Setelah putusan memperoleh kekuatan hukum yang, te¢éanudian
isi putusan telah diberitahukan secara resmi dant geepada tergugat,
tergugat tetap tidak mau menjalankan putusan setéarela. Keengganan
itu akan menerbitkan upaya hukum berupa peringatan teguran kepada
tergugat agar menjalankan putusan dalam jangkauyeltg ditentukan oleh
Ketua Pengadilan Agama.

Berdasarkan hasil Rakernas MA, kekayaan suatu Dapan atau
Kementerian Negara yang menjadi pihak yang dikalahklalam suatu
putusan pengadilan dapat dilakukan sita diatasngaun terbatas pada
kekayaan Departemen/Kementerian Negara tersebug glambreng atau
disertakan dalam BUMN atau BUMD atau merupakan ka&a Negara yang
dipisahkan atau tidak langsung dari dana APBN. DBarang milik negara

hanyalah barang yang dibeli atau diperoleh ataarb@&®BN atau perolehan
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lain yang sah. Sehingga berdasarkan pengertiaebtgrsasset kementerian
yang tidak diperoleh atas beban APBN masih dap#kukan sita
diatasnya®

Kios dan los merupakan bagian dari pengelolaanpaamberdayaan
pasar tradisional yang memiliki peraturan yangueerg dalam Permendagri
RI. No. 22 Tahun 2012 pasal 25:

1. Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Phsayat (1)
digunakan untuk mendanai pengelolaan pasar tradisio

2. Pendanaan pengelolaan pasar tradisional selainurbbes dari
pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada 3gyaigél dapat
bersumber dari APBN dan APBD Provini.

Dilihat dari pasal dan penjelasan di atas maka #&slos tidak bisa
dinyatakan sebagai harta bersama sehingga haralssalilakan ganti rugi
diatasnya agar harta bersama tersebut bisa tdesalakan sesuai dengan
putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Harta lain yang tidak bisa dilaksanakan putusanagalah rumah
yang berdiri di atas tanah orang tua, ketika rumiédtapkan sebagai harta
bersama maka otomatis tanah dan rumah melekathglatnah tersebut
milik orang tua tergugat yang belum dihibahkan ssetakum yang sah, oleh

karena itu pada dasarnya tanah tersebut masih ondikg tua tergugat.

%M. Yahya HarahapHukum Acara Perdatalakarta: Sinar Grafika, 2010, him. 322-323.
7 http://www.justice.gov.uk/downloads/legislatiorifi@ry/act.2010.quick.start.guide. pdf.
11:06 4 April 2013.
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Dari sinilah penulis mencoba mengembalikan paddinpleangan
hakim mengenai rumah yang ditetapkan sebagai hartama, ketika rumah
tersebut diputuskan untuk dibagi maka tanah juderssnya ikut dibagi
padahal tanah bukan milik penggugat ataupun tetgungkim seharusnya
mempertimbangkan akibat hukum yang akan terjadk&etumah tersebut
ditetapkan sebagai harta bersama, tapi hakim mékabgoertimbangan yang
begitu simple/biasa hanya memerintahkan untuk méngh bahwa rumah
tersebut termasuk dalam harta bersama maka hdoagi di

Walaupun dalam kenyataan putusan adalah produkagéag yang
bisa saja salah, tapi apakah harus berhenti satigitu saja ketika semua
tahu bahwa produk pengadilan (putusan) ini tidak lbierjalan sesuai dengan
ketentuan yang ada, perlu dikaji ulang pertimbafgamtimbangan hukum
yang dimiliki oleh hakim dengan pengetahuan perongdandangan yang

dimiliki oleh hakim.

Analisis Pelaksanaan Putusan/ Eksekusi Pembagian Harta Bersama
dalam Putusan No. 490/Pdt.G/2010/PA. Kds

Ketika membahas eksekusi penulis akan memaparkanbdie
masalah mengenai eksekusi yang sebelumnya telellaskian dalam Bab I
dilanjutkan dengan analisis mengenai pelaksanatusgu (eksekusi) yang
dijalankan  Pengadilan Agama Kudus terhadap putus&.
490/Pdt.G/2010/PA.Kds.

Pengertian eksekusi adalah melaksanakan secara (ugdes/a hukum

paksa) putusan pengadilan dengan bantuan kekuatam uapabila pihak
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yang kalah (tereksekusi atau pihak tergugat) tideku menjalankannya
secara sukarela sesuai dengan pasal 195 ayat B HIR.

Eksekusi sendiri memiliki azas-azas yang harusndipe salah satu
azas tersebut adalah menjalankan putusan yangkbetke hukum tetap.
Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kracht van
gewijsdg yang dapat “dijalankan”, sehingga tidak semuag$an Pengadilan
bisa dieksekus}i’ putusan yang dapat dieksekusi adalah:

- Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

- Karena dalam putusan yang telah berkekuatan huketap ttelah
terkandung wujud hubungan hukum yang tetap dan pasira pihak
yang berperkara.

- Disebabkan hubungan hukum antara pihak yang bexedudah tetap
dan pastf®

Dari pemaparan di atas ketika putusan yang telékekeatan hukum
tetap tidak dijalankan sesuai perintah yang adaamadra pihak boleh
mengajukan eksekusi terhadap harta-harta yang dghaituskan oleh hakim,
ASK bin KS (Pemohon) yang kedudukannya semula seb@genggugat)
telah melaksanakan sesuai putusan hakim namun 3WAnOhon) semula
sebagai (Tergugat) tidak mau melaksanakan sesuaitgie Pengadilan
Agama, oleh karena itu pihak tergugat mengajukamgpleonan eksekusi

untuk tetap dilaksankannya putusan hakim.

'8 Moch. Djais dan RMJ. Koosmargoridembaca dan Mengerti HIFSemarang:Oetama,
2008, him: 220.

9 Musthofa Sy.Kepaniteraan Peradilan Agam&utipan, 2005, him. 109.

% M. Yahya HarahapRuang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdafa
Gramedia, Jakarta, 1989, him. 1-3.
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Eksekusi sendiri memiliki nilai yang cukup luas dketat dalam
pelaksanaannya, dalam putusan yang ada ketika teisgéknohonkan dan
ternyata Ketua Pengadilan Agama mengabulkan magarsseasti hakim
tetap ikut mengawasi jalannya eksekusi sampai peedelesai secara tuntas.

Dalam kaidah figh mengenai hukum acara dalam paradslam
adalah “membelanjakan sesuatu atas perintah hakéma s dengan
membelanjakan atas perintah pemifik’maksud dari kaidah ini ketika
dikaitkan kedalam masalah eksekusi harta bersaemp&ii pada harta
bersama terlebih dahulu, harta bersama merupak#a yang telah dimiliki
oleh isteri dan suami selama perkawinan, pada nigsdrarta menjadi milik
dari keduanya, namun ketika sudah diajukan permmh@ksekusi terhadap
harta bersama tersebut maka seolah-olah hartaikuwaghi/dimiliki oleh
pengadilan berarti pengadilan memiliki wewenang uathak untuk
mentasarrufkan (membelanjakan) bergantung dengamangang ada, seperti
dibagikan pada para pihak atau jika ditengah mergl pihak yang kalah
tidak mau membayar biaya perkara yang ada.

Bagaimana dengan eksekusi itu sendiri, eksekusg ydjalankan
sudah sesuai dengan aturan yang berlaku, pelaldesskusi adalah juru
sita/panitera, hakim tetap ikut mengawasi dalanakselnan eksekusi, yang
berhak memberikan penetapan terhadap eksekusihaHlaf@a Pengadilan
Agama, sehingga juru sita/panitera menjalankan samtudibawah perintah

Ketua Pengadilan Agama atas putusan yang telatagkin oleh hakim.

2L Sulaikin Lubis, Hukum Acara Perdata Peradilan Agathindonesia, Jakarta: Prenada
Media, 2005, him. 9.
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Eksekusi dalam putusan ini tidak bisa dilaksanakangan baik
sesuai putusan hakim yang telah berkekuatan huletap,tpadahal di atas
telah disinggung bagaimana dengan putusan hakirg telah berkekuatan
hukum tetap, putusan tersebut bisa dilaksanakarkeksdengan aturan yang
ada, ketika sesuai dengan aturan yang berlakukd2@laan putusan yang
seperti ini justru menghambat jalannya penyelesgi@akara.

Berjalan dari adanya putusan Pengadilan Agamakeg&sbaru bisa
berjalan, ketika dalam putusan tidak terlaksanayderbaik dan benar maka
proses eksekusi tidak akan berjalan sesuai yangheliidaki, kecuali ada
pengulangan eksekusi terhadap putiféan.

Eksekusi telah dijalankan sesuai putusan, sebalgiarharta bersama
telah diberikan kepada para pihak masing-masimg, neasih ada sebagian
harta yang masih dalam kondisi sita oleh pengadHitarta tersebut adalah
los, kios, dan rumah yang berdiri diatas tanahknoifang tua tergugat. Tanpa
pertimbangan yang matang hakim menetapkan baraiagdpatersebut
dikategorikan sebagai harta bersama dan dinyatdkéam putusan untuk
dibagi.

Eksekusi bisa berjalan lancar apabila harta tidakait dengan hal
apapun, kios dan los adalah barang-barang ataa lyarig masih ada
kaitannya dengan pemerintah, setidaknya masihdiigksanakan kebijakan
lain terhadap harta yang kondisinya seperti itng8i dari eksekusi itu sendiri

adalah menyelesaikan perkara yang telah mendapasgmu berkekuatan

2 Hasil Wawancara dengan lbu Endang Nurhidayatikselsanitera pengganti PA.
kudus, hari Minggu 22 Maret 2013, pkl. 10.30.
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hukum tetap. Ganti rugi bisa menjadi jalan menyekes perkara tersebut,
ketika Pengadilan menyatakan harta maon eksekutablenaka tidak akan
dilaksanakan eksekusi terhadap harta tersebutrtibBeampa nilai putusan
yang ada karena tidak ada proses kelanjutan attes yang dinyatakanon
eksekutablétu.

Pengadilan Agama adalah peradilan yang berasasitam Idalam
menyelesaikan suatu perkara, fungsi dari sistemadidan adalah
mewujudkan keadilan bagi pihak yang haknya tidakedkan yang
diproyeksikan melalui putusan pengadilan. Secaragdional, ketika
dikaitkan dengan eksekusi justru menambah bebarpbag pencari keadilan
(para pihak). Disebabkan ketidaktahuan mereka deghgroses eksekusi,
mereka cenderung hanya mengikuti apa yang ditetapkeh pengadilan,
disamping itu minimnya pengetahuan mereka tentamges beracara di
pengadilan.

Pelaksanaan putusan atau yang sering disebut eksBlalam Islam
cenderung mengenal menyelesaikan perkara dengtas tadalah wajib, itu
terbukti ketika sahabat umar melaksanakan proseadifen. Eksekusi
(pelaksanaan putusan) harus dilaksankan dan digedesoleh pengadilan
berkaitan dengan dalil yang telah disebutkan sefr®ya, dasar hukum

tersebut dikuatkan dengan dalil Al-Quran QS Ars&i58

QO  PEADROREHIO  ALa S OQRNO
NECOCOI T Do S B 3O ¢ D o
S OROGT o AP REwLO] - QEEFRO
OM SO OCwe e $x2v 4 e fOERO
g  FIPOAD YW o NG BDECONETG0Y
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HAEODN. DO 4 #OQDNL ALa - OORO
AKX AL I OHTWO HON, OV
ECRY S X COBOZD O . O 0N, HXlw

:‘A\Srtelgﬁi:gguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan atri@pada yang

berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabileetapkan hukum di

antara manusia supaya kamu menetapkan dengasesiingguhnya Allah

memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamsun§guhnya Allah

adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”. (Al-NB&f>

Eksekusi terkait dengan ayat tersebut karena haking menerima
pengajuan gugatan dari para pihak merupakan suaitubb amanat yang
disampaikan oleh pihak berperkara untuk diselesaigarmasalahannya,
supaya bisa berjalan sesuai dengan aturan hukum san secara baik dan
benar, dan mendapatkan keadilan yang sesuai déagapan para pihak juga
para pembuat keadilan, walaupun putusan pengadiianggap benar
“adigum res judicata pro veritate habeturhamun tetap dengan aturan yang
berlaku tidak boleh menyalahi aturan lain bahkaman@ah permasalahan
karena putusan tersebliisoir (sia-sia) karena tidak bisa dilaksanakan.
Eksekusi terhadap rumah yang berdiri diatas tandik orang tua

tergugat sangat dibutuhkan perhatian khusus darnh&arena amar putusan
yang diberikan oleh hakim, ketika pengadilan hamgetakkan sita berarti
barang tertahan oleh pengadilan, meskipun pengadikenyatakan barang-
barang tersebut boleh digunakan asal tidak digundkaar manfaatnya tapi
kedudukan barang tersebut sudah menjadi hartarbargang harus dibagi.

Sita yang diletakkan mestinya memiliki waktu tenggadan harus

diselesaikan.

% Departemen Agama RAl- Qur'an dan Terjemahannydakarta: Al- Huda, him: 88.
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Menurut penulis seharusnya harta tersebut dikekamatiulu kepada
para pihak untuk bisa diselesaikan secara kekedaargmelalui wawancara
yang dilakukan penulis kepada pihak penggugat mmemgeelaksanaan
putusan (eksekusi) pembagian harta yang telahagkeh mengatakan “
kenapa putusan ini justru memperumit suasana, agf@arap bisa selesai
dengan baik perkara ini dan tidak memperpanjang twakialam
penyelesaiannya, tapi sampai sekarang harta yaegagkan pengadilan
belum selesai secara tuntas masih ada sita damhruyang saya miliki
haknya dengan mantan isteri saya, padahal ketikdoyietian antara saya dan
isteri saya sudah menyatakan harta berupa rumabeitiri di atas tanah
milik mantan mertua, pada akhirnya saya (penggugat)gambil sisa biaya
eksekusi agar tidak dijalankan lelang untuk runsatya serahkan pada anak
dan sekarang di tempati oleh anak sehingga ibudg bisa menjual rumah
tersebut.?*

Ketika dalam pembuktian hakim sudah tahu bahwaahudan tanah
berbeda pemiliknya, bukankah akan berdampak lebibkbbila dilanjutkan
proses pembagian dengan paksa, para pihak menigalesarlebih dahulu
dengan pihak ketiga atau orang tua tergugat, gkgugat menyatakan bahwa
tanah telah dihibahkan maka seharusnya bukti teghéahah tersebut harus
ada. Dari bukti saja sudah terlihat ketidakjelagarkarena kedua belah pihak
sudah sama-sama mengakui bahwa rumah berdiri diated orang tua

tergugat, sedangkan jika dinyatakan sudah dihibalbledum ada bukti yang

24 Hasil wawancara dengan bpk. ASK bin KS selaku gaggt dalam putusan no. 490/
Pdt. G/2010/PA. Kds, hari Minggu 22 Maret 2013,. dk1.00.



81

sah yang dinyatakan tanah tersebut dihibahkan kegaak atau tergugat, dan
ternyata putusan menyatakan untuk dibagi atas ruemaébut.

Eksekusi telah dijalankan, harta berupa

- Sebidang tanah sawah luas kurang lebih 1917 M

- Uang setoran BPIH milik Penggugat dan Tergugat nsigjo Rp.
40.000.000,-

- Satu set meja kursi model keranjang yang terdnii skbuah meja besar,
2 meja kecil, 1 kursi besar dan 3 buah kursi, bdfagu jati

- 4 kursi lipat dari kayu jati

- 1 buah tempat tidur dari kayu jati

- 1 buah radio tape Simba merk SHARP.

Barang-barang di atas sudah di bagi secara adih tdah
dilaksanakan, sedangkan rumah yang masih dalamiskosith, agar bisa
dimanfaatkan secara leluasa, penggugat mengamahilusing biaya eksekusi
yang masih ada pada tahun 2011, karena sebagitntbh dilaksanakan
eksekusinya supaya tidak berlanjut pada prosesgelang akan menambah

waktu dan biaya, sehingga sekarang rumah ditempaikéuk anak, jalan

yang telah ditempuh adalah kesepakatan.



